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     BAB III 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Dalam putusan nomor 503K/Pdt.Sus-PHI/2022 dasar hukum yang 

digunakan sebagai pedoman Majelis Hakim dalam mempertimbangkan 

putusan  sudah tepat yaitu menggunakan dasar hukum UU Ketenagakerjaan. 

Sedangkan dalam putusan nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2022 dasar hukum 

yang digunakan Majelis Hakim belum tepat karena menggunakan UU Cipta 

Kerja dan peraturan pelaksananya. 

2. Dalam putusan nomor 503K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah memenuhi hak-hak 

yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan 

karena putusan pada tingkat pertama dibacakan sebelum berlakunya Sema 

Nomor 5 Tahun 2021, dan peristiwa hukum terjadi sebelum berlakunya UU 

Cipta Kerja maka sudah tepat jika menggunakan dasar hukum UU 

Ketenagakerjaan dan pekerja layak mendapatkan hak-hak sesuai dengan 

ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam putusan nomor 

403K/Pdt.Sus-PHI/2022 hakim belum tepat dalam menggunakan dasar 

hukum untuk mempertimbangkan isi putusan sehingga berdampak pada 

hak-hak yang diterima oleh pekerja belum terpenuhi seutuhnya, dalam 

putusan nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2022 hakim memperbaiki amar putusan 
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pada tingkat pertama dengan merubah dasar hukum yang semula 

menggunakan UU Ketenagakerjaan diubah menggunakan UU Cipta Kerja 

dan peraturan pelaksananya. Hal tersebut tidak tepat karena putusan pada 

tingkat pertama dibacakan sebelum berlakunya Sema Nomor 5 Tahun 2021 

dan peristiwa hukumnya terjadi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja 

sehingga seharusnya tetap menggunakan UU Ketenagakerjaan sebagai 

dasar hukum yang digunakan bukan menggunakan UU Cipta Kerja. 

 

B. Saran 

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus selalu berpedoman 

pada asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang tepat agar tidak 

merugikan pihat terkait dan agar terpenuhinya hak-hak pekerja yang di 

PHK. 

2. Pengusaha dan pekerja dalam menjalankan kewajibannya harus selalu 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengusaha 

dalam menjalankan kewajibannya harus selalu berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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